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PERATURAN BUPATI TORA"IA UTARA

NOMOR l TAHUN2O2O

TENTANG

PENETAPAN TARGET PER TRIWUI,AN PENCAPAJAN
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

Menimbang: a.

b.

PAJAK

BUPATI TORA"IA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencapaian target
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
merupakan tolak ukur kinerja perangkat Daerah;
bahwa dalam hal mengukur kineg'a perangkat Daerah
atas kegiatan Pemungutan pajak Daeratr dan Retribusi
Daerah Tahun Anggaran 2O2O, maka dipandang perlu

Pajaktarget
Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan secara
triwulan;
bahwa berdasarkan pertimbangan
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Torqia Utara tentang
Penetapan Target Per Triwulan pencapaian penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Mengingat

c.

1.
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Undang Nomor 5 Tahun l9g3 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubtk lndonesia Tahun 2OO9
Nomor 62, Tambahan
Indonesia Nomor 4999);

Negara Republik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun lgg7 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat paksa (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36g6)
sebagaimana telah diubah teralfiir dengan Undang_
Undang Nomor 19 Tahun 2OO0 tenang perubahan atas

Nomor 19 Tahun LggT tentang
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Penagihan Pajak dengan Surat paksa (kmbaran Nega.ra
Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 129, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 39gZ);
Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3Sg1),

telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 137, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang
Pengadilan Pajak (Irmbara Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Iembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Toraja Utaxa di Provinsi

Negara Republik IndonesiaSulawesi Selatan (I"embamn

Tahun 2Oo8Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);
Undang-Undang Nomor 28 Tatrun 2009 tentang pajak

Negara
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Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor l3O, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 2A Tahun 2Ol4 tentang

Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang
Tata Cara Pemberian dan Insentif

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Keuangan Daerah Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Irmbaran Negara Repubtk Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31Ol;

12. Peraturan Daerah Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 11

Tahun 2010 tentang Pokok-Fokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah l(abupa.ten Toraja Utara
Tahun 2OlO Nomor 11, Tambahan f,embaran Daerah
Kabupa.ten Toraja Utara Nomor 3);

13. Peraturan Daerah I(abupa.ten Torqia Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Iembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 6), sebagaimana tel,ah diubah beberapa. l<ali

Toraja
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terakhir dengan Peraturan Daerafr Kabupaten



Utara Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daeratr Kabupaten Toraja Utara Nomor 2

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Torqia Utara Tatrun 2Ol7 Nomor 1,

Tambahan Iembaran Daerah Ikbupaten Torqia Utara

Nomor 73);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 4

Tatrun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangt<at Daerah (Iembaran Daeratr Kabupaten Toraja

Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambatran Lembarart

Daeratr l(abupaten Toraja Utara Nomor 61);

15. Peraturan Bupati Torqia utara Nomor 74 Tahun 2OL6

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok,

Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Badan

Pendapatan Daeratr Kabupaten Toraja Utara (kmbaran

Daeratr Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN:

MenetAPKATT : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PER

TRIWUI.,AN PENCAPAIAN PENERIMAAN PA.IAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Torarja Utara.

2. Pemerintahan Daeratr adalah penyelenggaxaan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daeratr dan Dewan

Perwakilan Ralqyat Daeratr menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintatran Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintatran yang menjadi
kewenangan daeratr otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tor4ia Utara.
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5. Dewan Pert'akilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingfuat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.

6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk menga.tur dan mengurus sendiri
urusan dan kepentingan masyaral(at
setempat sesuai dengan peraturan

7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyariakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan dan
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah l(abupaten
Toraja Utara.

9. Badan Pendapa.tan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupa.ten

Tor4ja Utara.
10. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perserroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

Lainnya, Badan Usaha milik Negara (BUMN), atau Badan
usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayarscin, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi liainnya, lembaga

dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektifdan bentuk usaha tetap.

12. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasiLan yang diberil€n sebagai penghargaan atas
kine{a tertentu dalem melaksanakan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

l3.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib Fajak kepada Daerah yang terutang oleh
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orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan seaara langsung dan digunakart
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.
l4.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retibusi,

edalah pungutan Da€rah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediaf<an

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau
retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak daerah atau

retribusi daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

serta pengawasan penyetorannya.

16. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan

dalam Anggaran Pendapa.tan dan Belanja Daerah yang

diiabarkan secara triwuLanan dalam Peraturan Bupati.

BAB II

TARGET PENERIMAAN P,{^JAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ditetapkan berdasarkan target penerimaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang tel,ah ditetapkan dalam APtsD

Tahun Anggaran 2020.
(2) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) ditetapkan per

triwulan dan dijabarkan sesuai jenis penerimaan dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
per triwulan ditetapkan sebaggi berikut:
a. triwulan I ditetapkan sebesar 15% (lima belas per

seratus) dari Target Penerimaan;

b. sampai dengan triwulan II ditetapkan sebesar 4oolo

(empa.t puluh per seratus) dari Target Penerimaan;
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c. sampai dengan triwufan Itr diffiapkan sebesar 75olo

(tujuh puluh lirna per seratus) deri Target
Penerimaaa; dan

d. sampai dengan triwulan fV ditetaplon sebeser 1q)96

(s€ratus per ffiatuB) dari Target Penerimaan.

BABIII

INSENIIF

Paoal 3

Penetapan targpt penerimaan Pqiak Daereh dan Retribusi
Da€rah pcr triwulan sesuai dengan jenis penerimaan Pqjak
Daerah daa Retribusi Daerah digunalen sebagai dasar
pembayaran insentif pcmungutan Fajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

BAB TV

KETEMUA!{ PENUTUP

Pasal 4

Feraturan Bupeti ini mulai berleku pada tanggat

diundangkan.

Agaf setiaP orant mengetatruiaya, -rern€rintethlrca
pengundangan Pesaturan Bupati ini dengan p€nempatannya

dalam B€rita Daerah lhbupatar Toraja Utara.

DitAaplondi Rant€pao
pads tanggBl { $ar$r^Fr ?o?'o

ts TORAIA UTARA,

PAEMBONAN

Diundangftan di RantePa.o
pa.da targg'l 4 f,aTruaBt ZD'L

S DAERAI{

TORAIAUTARA,

BARE

DAERAH KABUPATEN TORAIA UTARATAHUN 2O2O NOMOR T
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